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email: pangkalanbunpn@gmail.com

SOP PELAYANARFBEE BANTUAN HUKUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. UU Nomor 49 TahunTahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP (
Standard Operation Procedure).

4. Peraturan Sekma 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada
dibawahnya

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan

6. Keputusan Direktur jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 52/DJU/SK/HK 006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk
pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

7. Buku Il MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

1. S-1 Hukum
2. SMA atau Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. S.0O.P Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum

Perangkat alat tulis kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan bantuan hukum
tidak akan berjalan

Buku register pelayanan pos bantuan hukum




berkas perkara serta

diarsipkan dalam box

file pelayanan bantuan
hukum

file

Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
. Staff Pos Panitera
No Aktivitas Bantuan Muda Panitera Ketua Ppe?l'zg:(isza Waktu Output
Hukum Hukum/Staff
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menerima Pengajuan Permohonan 1 hari Formulir
permohonan Layanan permohonan
Hukum, mengisi ‘ ’ pembebasan
formulir untuk 'y biaya perkara
menerima layanan
Posbakum dan
melengkapi
persyaratan lainnya
dan apabila penerima
layanan tidak sanggup
membayar biaya
perkara, maka
Posbakum Pengadilan
akan memberikan
formulir permohonan
pembebasan biaya
perkara kepada KPN
melalui Panmud
Hukum
2. Panmud Hukum/Staff v Formulir 1 hari Formulir
menerima formulir pembebasan pembebasan
permohonan /\ biaya perkara biaya perkara
pembebasan biaya
perkara kepada KPN /
dengan syarat-syarat 4
yang telah dipenuhi
3 Panitera meneliti \ Formulir Formulir
permohonan / pembebasan pembebasan
pembebasan biaya biaya perkara biaya perkara
perkara
4 Ketua Pengadilan Penetapan 1 hari Penetapan
mengeluarkan / pembebasan pembebasan
penetapan biaya perkara biaya perkara
pembebasan biaya
perkara
5 Panmud Hukum v Penetapan 1 hari Penetapan
menerima penetapan pembebasan pembebasan
pembebasan biaya biaya perkara biaya perkara
perkara
6 Staff posbakum v Penetapan 1 hari Penetapan
menerima penetapan pembebasan pembebasan
pembebasan biaya biaya perkara biaya perkara
perkara
7 Diserahkan kepada Penetapan 1 hari Diterimanya
pemohon dan A pembebasan penetapan
dilampirkan dalam biaya perkara, box pembebasan

biaya perkara
oleh pemohon
dan terlampirnya
dalam berkas
perkara serta
terarsipnya
dengan baik




HISTORIS PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN

NO TGL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 T:rr:dZ;ZrTgr? nSOP masih | andatangan pengesahan SOP 24 Oktober
(Fj)i bgwah ada pada kop SOP 2019
e Aktivitas “Panmud
zlél:llgrri]ﬁ;a}f;rmulir e Aktivitas “Panmud Hukum/Staff
ermohonan menerima formulir
gembebasan biaya permohonan pembebasan
perkara kepada KPN biaya perkara kepada KPN
dengan syarat-syarat dengan syarat-syarat yang
yang telah dipenuhi” telah dipenuhi” dibuat menjadi
i 2 aktivitas karena pelaksana 18 Februari
? untuk Panitera dan berbeda antara Panitera dan 2020

Panmud Hukum
masih menjadi satu
aktivitas

e Simbol arah panah
masih salah

e Tulisan revisi ke
berapa masih belum
ada

Panmud Hukum

e Perbaikan arah panah pada
SOP

e Penambahan kolom revisi ke
berapa pada kop SOP

e Pengisian Histori Perubahan




